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PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG .

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

bahwa dalam rangka mendorong produktivitas hasil-hasil kehutanan,
perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan suatu daerah periu
pengaturan tentang retribusi penjualan produkSi usaha daerah;

bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun
1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sudah tidak
sesuai dengan kondisi dan ketentuan berlaku sehingga dipandang periu
untuk diganti dan diperbaharui;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah;

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat | Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat | Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1622);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah: Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-...
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578), — :

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737);

13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

- 15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan
Pendapatan lain-lain;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat | Kalimantan Tengah Nomor
12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Daerah Tingkat | Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Tingkat | Kalimantan Tengah Tahun 1987 Nomor 10

Seri D);

18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomeor 1);

18. Peraturan..
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19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini );ané\ dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

9.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerintah Daerah adalah-Gubernur dan perangkat daerah Provinsi
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. ,

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk
badan usaha lainnya.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha
daerah.

Usaha Daerah adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Waijib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi
tertentu.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

10.Instansi Pemerintah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah; Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Tengah dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

11.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat

SPdORD adalah surat yang digunakan oleh subjek dan atau Wajib
Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.

12. Surat ...
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12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang. menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terutang.

13.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah surat yang digunakan oleh Waijib Retribusi untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah
atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang
terutang.

15.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKDRLB
yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II |
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasa[z

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah yang meliputi :
Benih tanaman pangan dan hortikultura;

Bibit ternak;

Benih ikan;

Benih tanaman hutan;

Benih tanaman perkebunan.

®PooTw

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah penjualan produksi usaha
daerah yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota,
BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil
produksi usaha daerah.

BAB llI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dlgolongkan sebagai Retribusi
Jasa Usaha

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil produksi yang
dijual.

BAB .



BAB YV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak
sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis
yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS!I

Pasal 8

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis, ukuran hasil
produksi yang dijual.

(2) Besarnya tarif retribusi yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari
harga pasar di wilayah Daerah atau sekitarnya.

(3) Penentuan tarif retribusi ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per
satuan unit pelayanan jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif
yang meliputi:

a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai
tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan
bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang
berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;

b. biaya tidak langsung, yang. meliputi biaya administrasi umum dan
biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva lainnya yang
berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan
bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan
aset;

d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa,
seperti bunga atas pinjaman jangka pendek. '

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan
dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan dari modal.

(6) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PRODUKSI UKURAN/BERAT TARIF/

. VOLUME (Rp)
(1) (2) (3)
I. Komoditi Pertanian
PADI ;
' - Benih Pokok (BP) Per. Kg ! 50"

- Benih Sebar (BR: Per. Kg 25




